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ABSTRAK 
 

       Permasalahan kesehatan di masyarakat adalah cerminan dari kegagalan 
kebijakan (policy failure) yang terefleksi atas buruknya proses pembentukan 
peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan. Peraturan-perundangan 
bidang kesehatan dalam pembentukannya seringkali dipengaruhi oleh politik 
tertentu. Hal ini diperlukan konsep ethics tertentu dalam pembentukannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum kesehatan yang 
mempengaruhi pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan 
mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care sebagai bagian dari keadilan 
sosial. Permasalahan penelitian ini adalah:1) Bagaimana politik hukum kesehatan 
mempengaruhi pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan 
mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care?; 2) Mengapa Ethics of 
Rights dan Ethics of Care menjadi Determining Element of Excellence dalam 
pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan; dan 3) Mengapa Ethics 
of Rights dan Ethics of Care menempatkan relasi keadilan sosial dalam 
pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan? Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau doktrinal 
dengan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Politik Hukum Kesehatan di 
Indonesia, Hak Asasi Manusia Kesehatan menurut Konvenan Internasional Hak 
Asasi Manusia Ekonomi, Sosial dan Budaya, Transplantasi Hukum dan Teori 
Keadilan. Hasil penelitian ini mencatat bahwa pembentukan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum 
mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care sehingga jauh dari nilai 
keadilan yaitu partisipasi publik yang tidak optimal, waktu yang sangat singkat, 
naskah akademik yang kurang ilmiah dan menimbulkan kondisi masyarakat yang 
asimetri. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa setiap pembentukan 
peraturan-perundangan bidang kesehatan diperlukan pertimbangan Ethics of 
Rights dan Ethics of Care untuk meminimalisir pengaruh politik kekuasaan dan 
kondisi asimetri masyarakat sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang 
dapat memenuhi keadilan sosial dalam politik hukum kesehatan di Indonesia. 
Politik hukum kesehatan berupaya untuk menjaga keseimbangan hak dan 
kewajiban pasien dan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kualitas 
patient safety dan terpenuhinya hak sehat warga negara. 
 
 
Kata-Kata Kunci: Ethics of Rights, Ethics of Care, Hukum, Kesehatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

       Kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu 
negara. Kompleksitas dan kerumitan permasalahan kesehatan perlu 
diselesaikan dengan cara yang cermat dan hati-hati. Kesehatan selalu menjadi 
alasan pembenar untuk tujuan politik pihak tertentu. Hal ini menyebabkan 
permasalahan kesehatan tidak pernah selesai dan berdampak luas terhadap 
kehidupan masyarakat. Tarik ulur penyelesaian kesehatan di lembaga legislatif 
dan eksekutif berujung pada transaksional politik yang tidak mempedulikan 
keadilan sosial. Sementara itu, politik hukum kesehatan di Indonesia belum 
memiliki bentuk yang ideal karena masih ditentukan oleh kekuasaan dan masih 
mencari titik temu dalam mewujudkan hak sehat warga negara yang 
berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah 
terobosan baru dalam pembentukan kebijakan yang memberikan manfaat bagi 
seluruh warga negara, bertumpu pada pertimabnagn akademis dan fakta 
kesehatan riil masyarakat. 
       Ethics of Rights dan Ethics of Care menjadi alternative perrtimmbangan 
dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan. Ethics ini 
berupaya mengembalikan koridor tahap proses pembentukan hukum pada 
unsur-unsur otonomi, empati, kesetaraa, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.  
Pembentukan UU RI nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menuai 
polemik publik dikarenakan mengabaikan ethics. Pengabaian ethics ini 
berakibat pada turunnya derajat kesehatan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Keterbatasan akses informasi masyarakat dalam 
memperoleh naskah akademis, draft RUU sampai pada kurang optimalnya 
partisipasi publik yang bermakna menimbulkan keraguan dan 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap Undang-Undang ini.  
Pemerintah meyakini pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan yang berhasil meleburkan sebelas Undang-Undang bidang 
kesehatan bertujuan untuk menghilangkan over lappin, overload, inefisiensi dan 
inefektif kebijakan yang menghambat pembangunan kesehatan melalui 
penyederhanaan Omnibus Law menuju transformasi kesehatan. Di sisi lain, 
pesimisme masyarakat dituangkan dengan menggunakan hak konstitusinya 
mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI untuk 
membatalkan Undang-Undang kesehatan ini karena dinilai tidak otonom, tidak 
berkeadilan sosial dan mengambil alih peran civil society ke pemerintah.1 

                                                             
1 Risalah Sidang Perkara Nomor 182/PUU-XXII/ 2024, Risalah Sidang Perkara Nomor 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
1. Bagaimana politik hukum kesehatan mempengaruhi pembentukan 

peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan 
Ethics of Rights dan Ethics of Care? 

2. Mengapa Ethics of Rights dan Ethics of Care menjadi Determinan Element of 
Excellence dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan? 

3. Mengapa Ethics of Rights dan Ethics of Care perlu menempatkan relasi 
kadilan sosial dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang 
kesehatan? 
 

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 
Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, 
menganalisis dan mengevaluasi politik hukum kesehatan yang mempengaruhi 
pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan 
pertimbangan ethics of rights dan ethics of care sebagai determining element of 
excellence menempatkan keadilan sosial dalam instrument pembentukan 
peraturan-perundangan bidang kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan 
kesehatan di Indonesia. 
 

D. Kerangka Pikir dan Teori 
Penelitian ini menggunakan kerangka pikir sebagai berikut: 
1. Politik Hukum Kesehatan di Indonesia, Pembentukan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dianalisis dengan politik hukum 
kesehatan yang berupaya mewujudkan hak sehat warga negara, 
meningkatkan patient safety dan keseimbangan hak-kewajiban antara 
pasien dan tenaga medis-tenaga kesehatan. 

2. Hak Asasi Manusia menurut International Convenant on Economic, Social 
and Culture Rights (ICESCR), HAM ini harus menyertai setiap pembentukan 
peraturan-perundangan bidang kesehatan dikarenakan pemenuhan Hak 
atas kesehatan setiap warga negara yang harus memperoleh jaminan oleh 
negara. 

Sedangkan teori yang digunakan ada dua yaitu: 
3. Transplantasi Hukum dari Alan Watson, sebagai Grand Theory, 

dikarenakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
terbentuk dari hasil transplantasi beberapa hukum dan konvenan 
internasional berkaitan dengan perkembangan kesehatan yang selalu 

                                                             
186/PUU-XXII/ dan Risalah Sidang Perkara Nomor 156/PUU-XXII/ 2024 Perihal Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
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berubah mengikuti sklus hidup manusia. 
4. Teori Keadilan dari John Rawls sebagai Applied Theory yang menguraikan 

prinsip-prinsip keadilan meliputi basic liberties, equal opportunity dan 
principle of differensial, sebagai jalan tengah menyelesaikan permasalahan 
kesehatan melalui Ethics of Rights dan Ethics of Care. 
 

E. Definisi Operasioanl 
       Ethics of Rights merupakan prinsip pemikiran moral yang berdasarkan hak 
asasi manusia yang universal dengan mengutamakan kejujuran dan saling 
percaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui penghormatan otonomi,  
non maleficence (menghindari bahaya sebab akibat), beneficence (memperoleh 
manfaat) dan keadilan. Sedangkan Ethics of Care adalah prinsip pemikiran 
moral yang berkembang dalam hubungan antar sesama manusia di masyarakat 
yang menimbulkan rasa empati yang konkret, berdasarkan pengalaman atas 
ketidak adilan dan mewujudkan kesetaraan.  
 

F. Novelty 
       Penelitian ini menawarkan sebuah konsep nilai ethics yaitu Ethics of Rights 
dan Ethics of Care, rasional, transparan dan kejujuran dalam setiap proses 
pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan yang meliputi 
kualitas dan kuantitas partisipasi publik yang optimal, penyusunan naskah 
akademik yang mendalam, memenuhi prinsip-prinsip akademis, substansi 
materi yang berkeadilan dan dapat memprediksi dampak keadilan sosial yang 
terjadi. Temuan yang menjadi dasar utama novelty ini adalah Undang-Undang 
RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menggeser peran 
masyarakat (civil society) menjadi peran negara, adanya pasal-pasal yang tidak 
berbasis kepentingan pelayanan masyarakat dan berpihak pada politik rezim. 
 

G. Metode Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis    
normatif, obyek penelitan menggunakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 
2023 tentang Kesehatan, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan 
konsep (conseptual approach) dan pendekatan filosofis (Phylosofis approach). 
Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum 
sekunder Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, naskah 
akademik dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Teknik pengumpulan data yaitu 
studi dokumen/ bahan pustaka, pengamatan hasil penelitian, jurnal, data dan 
artikel di media elektronik. 
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BAB II 
HASIL PENELITIAN 

 
A. Kedudukan Pertimbangan Ethics of Rights dan Ethics of Care 

dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan. 
       Ethics menuntut moralitas pribadi untuk hidup dengan baik yang 
berseuaian dengan hak individu. Moralitas pplitik akan menggeser 
moralitas pribadi menuju moralitas politik. Kebijakan yang diambil 
berdasarkan moralitas politik berpotensi melanggar hak-hak politik, hak 
kebebasan berbicara tanpa memperoleh pengadilan yang adil.  
Pembentukan peraturan-perundangan akan berhadapan dengan ethics 
yang berada bebas di masyarakat. Hal ini menyebabkan peraturan-
perundangan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat (gemeinschaft). 
Ethics merupakan pemikiran sistematis yang dihasilkan dari pemahaman 
yang kritis.2 Untuk itu diperlukan suatu Ethics of Rights dan Ethics of Care 
guna memperoleh nilai kebenaran yang hakiki. Kebijakan yang diambil 
tidak berdasarkan fakta dalam kebenaran melainkan interpretasi dan 
perspektif masing-masing individu, Kebenaran ini dapay dimaknai sebagai 
kekeliruan. 
  

B. Hasil Analisis Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 
2023 tentang Kesehatan 
       Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa Pembentukan Undang-
Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak 
mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care dengan rincian 
sebagai berikut: waktu pembentukan yang sangat singkat, naskah 
akademik yang immature belum mengkaji lebih dalam aspek filosofis, 
yuridis dan sosiologis dari sebelas Undang-Undang bidang kesehatan yang 
dilebur, belum mampu mengakomodir secara ilmiah kebutuhan 
masyarakat. Naskah akademik tidak mencantumkan kebutuhan hukum 
masyarakat, tidak menjawab identifikasi masalah bahkan hanya 
mendasarkan pada asumsi dan opini. Partisipasi publik yang tidak optimal, 
jumlah publik yang terbatas, rights to be explained belum optimal. 
Ditemukan informasi bahwa pembahasan politik yang terbatas dan 
kesulitan mengikuti perkembangan proses pembentukan  
Substansi materi dari beberapa pasal di dalamnya tidak menyentuh moral 

                                                             
2 M. Erwin. 2019. Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia. 

Depok: Rajawali Press. hlm. 119. 
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conviction dan social trend seperti pasal-pasal yang mengatur tentang 
pendanaan kesehatan, sarana kesehatan, pengurangan hak sehat warga 
negara, ketidakseimbangan hak-kewajiban tenaga medis-tenaga kesehatan 
pada pasal 1 ayat (1), pasal 1167, 121, 134, 203 ayat (1), pasal 220 ayat (2), 
pasal 268, 269, 270, 272, 291 ayat (2), 300 ayat (1) sampai ayat (2), pasal 
307, 311 ayat (1) pasal 348 ayat (2), pasal 409 ayat (1) sampai ayat (4), 
411 ayat (1) sampai ayat (3). Selain itu menimbulkan kondisi asimetri atau 
ketidaksetaraan warga negara terhadap kesehatan. Beberapa pasal 
mengandung causal verbant antara potensi kerugian masyarakat dengan 
pasal Undang-Undang. Adanya norma hukum yang dikemas seolah-olah 
baru padahal kalimat dan terminologinya telah diputuskan Mahkamah 
Konstitusi RI dalam beberapa putusan sebelumnya. Adanya pasal-pasal 
yang memberikan ruang untuk bertindak melampaui kewenanagan atau 
bertindak sewenang-wenang atau bertindak tanpa kewenangan standar 
profesi, kompetensi dan kolegium. Selain itu melanggar norma kepatutan 
dan kepantasan karena tidak mempertimbangkan Ethics of Rights dan 
Ethics of Care. Hal ini berpotensi menimbulkan Ketidakadilan, 
ketdkmanfaat Hukum itu Sendiri yang gilirannya menggangu perencanaan 
Hukum, pembaharuan Hukum dan penegakan Hukum 
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BAB III 
PENGARUH POLITIK PADA PEMBENTUKAN PERATURAN- 

PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN 

 
 

A. Politik Hukum Kesehatan pada Pembentukan Peraturan-Perundangan 
Bidang Kesehatan 

              Akar dari politik hukum kesehatan adalah kompleksitas permasalahan 
kesehatan yang ada dan dialami masyarakat sebagaui warga negara. Beberapa 
potensi kesenjangan yang menimbulkan permasalahan kesehatan diantaranya 
adalaj aksesbilitas yang terbatas, bias kebijakan kesehatan, partispatori yang 
tidak optimal. prediksi signifikansi dampak kesehatan yang tidak 
mempedulikan warga negara. Permasalahan kesehatan ini perlu diselesaikan 
sehingga terwujud kondisi kesetaraan melalui pembentukan peraturan-
perundangan bidang kesehatan. 

              Pembentukan peraturan-perundangan harus melibatkan penuh 
masyarakat Prolegnas sebagai salah satu politik hukum menyusun rencana 
pedoman mekanisme pembentukan hukum nasional, penyusunan naskah 
akademik yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal, kebenaran normatif 
bebas dari anasir-anasir kepentingan politik. Pembentukan peraturan-
perundangan bidang kesehatan menggunakan metode Omnibus Law sebagai 
proses politik memerlukan proses yang hati-hati dan cermat karena berupaya 
menyatukan sebelas Undang-Undang bidang kesehatan yang berbeda karakter 
filosofis, sosiologis dan yuridis. 
 

B. Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan 
Mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care 
       Pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan terbagi atas dua 
tahapan yaitu tahapan sosiologis dan tahapan yuridis. Partisipasi publik secara 
penuh harus berada pada tahapan tersebut sehingga tidak hanya terpenuhi 
dalam rights to be heard, rights to be considered dan rights to be explained tetaoi 
Ethics of Rights dan Ethics of Care dapat digunakan sebagai instrument 
mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial memberikan kesetaraan dalam 
pemenuhan kesehatan warga negara.  
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BAB IV 
ETHICS OF RIGHTS DAN ETHICS OF CARE SEBAGAI DETERMINING 
ELEMENT OF EXCELENCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN-

PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN 
 
 

A. Determining Element of Excelence Pembentukan Peraturan-Perundangan 
Bidang Kesehatan  

Proses pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan yang 
memiliki value dari norma dan hukum memiliki unsur hak-kewajiban, 
kebenaran, keadilan, kesusilaan dan Determining Element of Excellent. Unsur 
kebenaran mengandung rasionalitas yang disepakati bersama antar warga 
negara. Ketidaktahuan dalam kebenaran merupakan dasar dari pembentukan 
peraturan-perundangan untuk mencapai kemanfaatan. Sedangkan 
kemanfaatan itu bersifat bebas, tidak memerlukan kesepakatan bersama dan 
rasionalitas karena kemanfaatan akan dirasakan sendiri oleh setiap individu. 
Unsur keadilan selalu tergantung dari aspek struktur proses yaitu ekonomi, 
politik. sosial, budaya dan ideologi. Aspek-aspek ini dipegang oleh pemegang 
kekauasan yang menimbulkan kondisi asimetri di masyarakat yaitu 
ketergantungan, kerentanan dan politik. Keadilan pada bidang kesehatan ini 
dapat diwujudkan dengan cara mengubah kebijakan yang berkeadilan 
menggunakan prinsip-prinsip Basic Liberties, equal opportunities dan different 
principles. Prinsip-prinsip ini searah dengan Ethics of Rights dan Ethics of Care 
sebagai bagian dari Determining Element of Excellent. 
 

B. Ethics of Rights dan Ethics of Care sebagai Bagian Determining Element of 
Excelence dalam Pembentukan Peraturan Bidang Kesehatan  

Prinsip-prinsip keadilan yang mengandung unsur Basic Liberties, 
Equal Opportunities dan Different Principles penting untuk diterapakan dalam 
setiap pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan. Unsur-unsur 
keadilan sosial ini berada pada Ethics of Rights dan Ethics of Care. Unsur hak-
kewajiban, kenbenaran, keadilan sosial, kesusilaan dan Ethics of Rights dan 
Ethics of Care pada akhirnya akan bertemu pada satu titik yaitu politik hukuim 
kesehatan keseimbangan hak-kewajiban antara pasien dan sumber daya 
manusia kesehatan, peningkatan keselamatan pasien (patient safety) dan hak 
sehat warga negara 
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BAB V 
ETHICS OF RIGHTS DAN ETHICS OF CARE DALAM RELASI 

DENGAN KEADILAN SOSIAL PADA PEMBENTUKAN 
PERATURAN-PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN 

 
 

A. Relasi Keadilan Sosial dengan Ethics of Rights dan Ethics of Care  
       Upaya menegakkan keadilan bermakna membongkar struktur ekonomi, 
politik, sosial, budaya dan ideologis yang menyebabkan masyarakat tidak 
memperoleh haknya sebagai warga negara. Struktur-struktur tersebut secara 
tidak langsung berada pada kekuasaan politik. Negara bertangggung jawab 
dan berkewajiban mengupayakan keadilan sosial melalui kebijakan-
kebijakan’ Hal ini berdampak pada pertentangan dengan kepentingan-
kepentingan golongan yang berkuasa. Alternatif yang dapat digunakan dalam 
membuat kebijakan yaitu menyertakan Ethics of Rights dan Ethics of Care 
dalam setiap proses pembentukan kebijakan atau peraturan-perundangan. 
Kompromi-kompromi atau konsensus akan terjadi diantara beberapa pihak 
di kalangan elit politik untuk mempertahankan kepentingannya. Ethics of 
Rights dan Ethics of Care memberikan jalan dalam menyelesaikan 
permasalahan kesehatan, 
 

B. Keadilan Sosial dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang 
Kesehatan  
       Negara memiliki legitimasi kewenangan yang mencakup legitimasi sosial, 
legalitas dan legitimasi ethics. Legitimasi pragmatis yang berada pada 
legitimasi ethics bermakna setiap permasalahan keadilan sosial diselesaikan 
dengan prinsip moral menghilangkan keresahan publik. Keresahan publik ini 
diproduksi oleh struktur-struktur kekuasaan yang menimbulkan 
ketidakadilan. Itikad baik menyelesaikan keresahan publik tetapi tidak 
menghilangkan sumber inti keresahan. Hal ini dikarenakan ethics bergerak di 
antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Untuk itu, diperlukan 
ethics dengan suatu prinsip keadilan sosial yang didasarkan pada Hak Asasi 
Manusia yang diwujudkan pada setiap struktur kekuasaan melalui legalitas 
yang ada.  
       Legalitas tidak dapat menjamin ethics karena lagalitas hanya berdasarkan 
kekuasaan yang belum tentu dibenarkan secara ethics. Ethics tidak 
berdasarkan pada pandangan moral de facto tetapi berpikir secara kritis. 
Legitimasi ethics tidak tergantung dari pemahaman orang lain atau 
kekuasaan politik yang menjamin moral dan ethics. Pembnetukan peraturan-
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perundangan yang didukung legislatif dan eksekutif tidak dapat menjamin 
produk hukum bisa diterima dengan baik di masyarakat. Untuk itu diperlukan 
ethics dalam menilai dan membentuk peratiran-perundngan dlam upaya 
mewujudkan keadilan sosial. 

C. Aspek Hukum Profetik terkait Keadilan Sosial pada Ethics of Rights dan Ethics 
of Care  
Urgensi pertimbangan Ethics of Rights dan Ethics of Care dalam pembentukan 
peraturan-perundangan bidang kesehatan pada lingkup hukum profetik 
termasuk dalam hukum profetik yang bersifat teoritis maupun bersifat 
praktik. sesuai dengan cita-cita hukum profetik yaitu humanisme, liberasi dan 
transendensi (tukminuna billah) yang diderivasi dari misi historis Islam. Sisi 
humanisme (ta’muruna bil ma’rufi) tercermin dalam Ethics of Rights sebagai 
kristalisasi hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warga 
negara. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 
       Politik hukum kesehatan di Indonesia masih ditentukan oleh politik rezim. 
Yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan. Untuk dapat menghasilkan peraturan-perundangan bidang 
kesehatan yang dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara 
serta memiliki rasa keadilan, berbasis kebutuhan pengembangan kebutuhan 
kesehatan masyarakat luas diperlukan pertimbangan Ethics of Rights dan Ethics of 
Care dalam pembentukannya. 
       Peraturan-perundangan bidang kesehatan yang menggunakan konsep 
pertimbangan Ethics of Rights dan Ethics of Care secara hukum memberikan 
korelasi manfaat yaitu produk hukum bidang kesehatan akan menjamin 
pemenuhan hak sehat warga negara, meminimalisir aspek kerentanan, 
ketergantungan dan intervensi kekuasaan atau politik, menempatkan keselamatan 
pasien sebagai pertimbangan utama dalam tindakan dan prosedur medik,  
Keadilan sosial merupakan parameter dan ukuran utama dalam menilai dan 
mengukur bahwa semua peraturan-perundangan bidang kesehatan benar-benar 
murni, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak warga 
negara untuk sehat. Sementara itu, keadilan sosial menjadi pilar utama dan inti 
utama dalam Ethics of Rights dan Ethics of Care. 
        Peneliti dalam memberikan saran kepada pemerintah di tingkat legislatif dan 
eksekutif termasuk pemerintah pusat dan daerah dan lembaga untuk senantiasa 
mempertimbangkan Ethics of Rights dan Ethics of Care dalam setiap proses 
pembentukan perundangan bidang kesehatan. 
Peneliti memberikan saran untuk dilakukan revisi Undang-Undang RI Nomor 17 
Tahun 2023 tentang Kesehatan dan disesuaikan dengan alam demokrasi dan 
kebutuhan masyarakat untuk pembangunan kesehatan nasional warga negara 
yang selaras d dan sesuai dengan pasal 28 H dan 34 J Undang-Undang Dasar 1945. 
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